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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat pada pendahuluan 

dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, 

maka peneliti dapat memberi jawaban sebagai kesimpulan berikut ini, yaitu:  

1) Esensi/makna nilai perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas 

tanah adalah bahwa eksistensi manusia dengan tanah memiliki relasi 

fundamental yang tak terpisahkan sepanjang sejarah hidupnya karena secara 

religius dan filosofis tanah adalah rahmat, karunia Allah Yang Maha Esa, 

sumber kehidupan, kesejahteraan dan keadilan serta kebahagiaan sehingga 

sifatnya abadi, sakral dan dialogis (Allah-Manusia-Tanah). Nilai-nilai ini 

diterjemahkan secara normatif melalui regulasi sebagai hak-hak asasi dalam 

penguasaan/pemilikan atas tanah. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam 

Alinea IV Pembukaan dan Batang Tubuh melalui Pasal 28 D ayat (1), Pasal 

28 I ayat (4) Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 

sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai falsafah Pancasila yang wajib 

dilindungi oleh Negara cq Pemerintah. Nilai-nilai itulah yang sejatinya 

menjadi landasan bagi Pemerintah dalam pembentukan setiap aturan hukum 

pertanahan di Indonesia untuk memberi jaminan kepastian dan perlindungan 

hukum terhadap setiap pemegang hak milik atas tanah.  

Keberadaan aturan hukum normatif bukan tujuan yang terpenting, tetapi 

kemanfaatan dan berfungsinya suatu peraturan sebagai sarana perlindungan 

hukum yang sesuai nilai dan tujuannya merupakan ukuran keberhasilan sebagai 
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upaya untuk membuktikan negara hadir menyejahterakan rakyatnya secara 

humanis dan ekologis. Setiap hukum dibentuk berdasarkan nilai dan tujuan yang 

akan berujung pada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Menggali makna 

nilai-nilai dari pengaturan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak milik 

atas tanah ini bertujuan agar nilai-nilai religius/spiritual dan filosofis yang arif itu 

perlu dikembalikan kepada marwahnya di dalam penerapan perlindungan hukum. 

Hal ini semakin menegaskan bahwa pada hakekatnya hukum adalah untuk 

perlindungan kepentingan manusia. Pada prinsipnya perlindungan hukum 

merupakan tanggungjawab Pemerintah dan setiap warga negara pemegang hak 

milik atas tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum itu dengan adil dan 

setara. Prinsip ini merupakan amanat Konstitusi sekaligus konsekuensi yuridis 

dianutnya paham negara hukum oleh Indonesia. Jika itu dilanggar maka akan 

bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Perlindungan hukum yang 

tidak maksimal terhadap hak milik atas tanah yang dimiliki warga negara akan 

menimbulkan konflik/sengketa. Oleh kaerna itu, Pemerintah wajib 

mengimplementasikannya melalui aturan hukum baik secara preventif maupun 

represif dalam rangka tanggungjawab menjamin hak asasi setiap warganya.  

2) Perlindungan hukum oleh Pemerintah cq Kantor Pertanahan Kota Bitung 

diimplementasikan secara preventif (pencegahan) maupun represif 

(penanganan/penyelesaian) sebagai bentuk tanggungjawab hukum kepada 

pemegang hak milik atas tanah dalam sengketa tumpang tindih batas bidang 

tanah melalui rangkaian kebijakan dan inovasi sistem dan informasi layanan 

di bidang pertanahan. Perlindungan hukum secara preventif  penerapannya 

melalui: Transformasi Digital: Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 
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Pertanahan Nasional (simtanas), Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda 

Batas (gemapatas), Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedangkan perlindungan 

hukum secara represif diterapkan sesuai mekanisme Penanganan dan 

Penyelesaian Sengketa Pertanahan sebagaimana diatur dalam Permen 

ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 dan melalui Rekonstruksi Batas Bidang 

Tanah (Pengukuran Kembali) oleh Kantor Pertanahan. 

Sengketa pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga 

adalah peristiwa hukum yang ingin dihindari. Perselisihan tumpang tindih batas 

kepemilikan tanah karena letak, batas, luas bidang tanah baik sebagian atau 

seluruhnya menjadikan kepentingan para pihak pemegang hak milik yang terkait 

merasa terganggu dari rasa: aman, nyaman, bahagia dan menimbulkan kerugian 

waktu, energi, biaya terlebih ketika bidang tanah yang menjadi objek sengketa itu 

membuat berkurangnya akses akan sumber penghidupan, kesejahteraan bahkan 

hak asasi lainnya menjadi terancam maupun penderitaan lainnya dalam 

penanganan dan penyelesaian hukumnya.  Hukum itu dinamis, tidak statis, terus 

mengalir, bergerak, berubah dan mengikuti perkembangan manusia dan 

dinamikanya termasuk teknologi informasi. Kementerian ATR/BPN sebagai 

lembaga yang melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintahan dalam 

penanganan dan penyelesaian kasus di bidang pertanahan juga turut beradaptasi 

dengan melakukan  Transformasi Digital sampai ke setiap Kantor Wilayah 

Propinsi maupun Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota, tak terkecuali di Kantor 

Pertanahan Kota Bitung. Transformasi Digital telah membuka pintu bagi 

kemajuan yang luar biasa dalam cara masyarakat mengakses, menerima dan 
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memproses informasi yang relevan serta upaya pencegahan dan penyelesaian 

sengketa. Sarana teknologi dan layanan informasi memiliki dampak yang 

signifikan terhadap aksesibilitas perlindungan hukum di bidang sengketa 

pertanahan, khususnya sengketa tumpang tindih batas bidang tanah atas hak milik. 

Perlindungan hukum secara preventif melalui Transformasi Digital: 

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (simtanas), 

Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (gemapatas), Layanan Informasi 

Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik, Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) maupun perlindungan hukum secara represif dengan mekanisme 

Mediasi sebagaimana diatur Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Transformasi Digital di 

bidang hukum pertanahan itu tujuannya adalah demi kemanfaatan dan kegunaan 

daripada hukum itu sendiri, yakni terarah pada perlindungan hak asasi, 

kesejahteraan dan keadilan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 

Indonesia. Beberapa dampak teknologi dan informasi pada aksesibilitas 

penanganan dan penyelesaian sengketa turut berkontribusi bagi upaya Pemerintah 

cq Kantor Pertanahan Kota Bitung dalam memberikan jaminan perlindungan 

hukum bagi para pemegang hak milik atas tanah yang bersengketa, khususnya 

sengketa dalam hal tumpang tindih batas bidang tanahnya.  

Upaya menangani dan menyelesaikan persoalan hukum, khususnya 

sengketa batas bidang tanah atas hak milik tidak hanya dari perspektif normatif 

semata. Perdamaian merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan sejalan 

dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia yang arif dan 

bijaksana. Pendekatan musyawarah dan mufakat melalui Mediasi dan 
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Rekonstruksi Batas Bidang Tanah dalam dialog yang berpijak pada fondasi nilai-

nilai filosofis-religius dibalik aturan hukum, akan membangun kesadaran para 

pihak yang bersengketa pada kesepakatan perdamaian sebagai keadilan yang 

diputuskan bersama (win-win solution). Keadilan di sini artinya keadilan secara 

distributif, yaitu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya (unicuique 

suum tribuere). Hak seseorang adalah kewajiban bagi orang lain, “ius quia iustum 

- hukum baru menjadi hukum karena adil.” Dampaknya tentu pada dimensi 

kebahagiaan, keadilan sosial dan penghargaan pada hak asasi masing-masing 

pemegang hak atas kepemilikan batas bidang tanahnya. Kesepakatan perdamaian 

yang tercipta sejatinya membuat setiap pihak terhindar dari penderitaan 

perselisihan dan lebih fokus pada tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. 

B. Saran 

1. Kepada Kementerian ATR/BPN : Sampai saat ini belum diatur Petunjuk 

Teknis (Juknis) tentang Tata Cara Mediasi yang khusus di bidang penanganan 

dan penyelesaian kasus pertanahan sebagaimana amanat Pasal 44 ayat 10 

Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan.210 Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN 

diharapkan dapat secepatnya menindaklanjuti dengan menyusun Juknis 

dimaksud agar semakin memudahkan BPN sendiri dalam menangani dan 

menyelesaikan kasus pertanahan dengan lebih efektif dan efisien secara 

teknisnya, terlebih kaitannya dengan pengembangan transformasi digital. 

 
210 Pasal 44 ayat 10 Permen ATR/KBPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan, “Tata cara Mediasi diatur lebih lanjut 

dengan Petunjuk Teknis”. 
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Selain itu, Pemerintah perlu juga membuat suatu regulasi yang secara khusus 

dan lengkap mengatur tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. 

2. Kepada setiap Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Kab/Kota : 

Perlunya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bersama serta 

memperbanyak penyelenggaraan forum ilmiah dalam bentuk workshop, focus 

group discussion, seminar dan lainnya yang multidispliner bersama ahli/pakar 

hukum, psikolog, filsuf, teolog dll. Tujuannya untuk memperluas perspektif 

dan wawasan yang multidisipliner dalam pendekatan kasus, khususnya aspek 

filosofis dan religius akan amat membantu dalam memfasilitasi para pihak 

yang bersengketa dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan 

melalui Mediasi, khususnya sengketa dalam hal tumpang tindih batas bidang 

tanahnya.  
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